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I Penelian dilakulon selama I 

Ketahanan pangan menjadi sabh satu tujwn utama dan ukuran keberhasilan Maret 1998 di berbagai tingkat sdmin 

Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II di bldang pangan. Untuk menilal i Kalsel) yang mehksanakan SKPG di 

ketahanan pangan. diperlukan sistem informas1 dan kelembagaan pemantauan (Ngam dan Trqgalek di Jatim. Loml 

ketahanan pangan. Salah satu sistem informasi antar instansi terkait dalam 1 Sungai Utara di Kalsel). 

pengelolaan program pangan dan glzi adahh Slstem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Data primer dikumpulkan mel 

(SKPG) yang mulai dikembangkan sejak Repelita Ill. SKPG adalah suatu rangkaian teknis y a n ~  mewakili instans~ terkait a 

keglatan berkes~nambungan dalam penyediaan informasi situas~ pangan dan g~zl. yaitu insbnsilsektor &kg. Kesehata~ 

untuk pengambllan keputusan dan perumusan kebijaksanaan. perencanaan dan Perikanan, StatistIk Wawancam juga 

pengendal~an program pangan dan glzi secara cepat dan tepat. tingkat pusat. terrnasuk Kantor Men 

Untuk leb~h mengefektifkan pelaksaman SKPG, sejak Repellla VI (199411995) didasarkan pada kerangka pikir input-, 

telah dilakukan penyempumaan dengan membenkan peran yang lebih besar pada : input (pedoman, komitmen, dam. SC 

sektor-sektor terkait dalam jalur pangan sejak produksi. dlstribusi, sampai ke konsumsl 
I (tim. mekanisme. peblhan, perterr 

dan glz~ yang dlkelompokkan ke dalam tiga subsistem dalam suatu sistem mekanlsme mekanisrne. undangan, nohrlen, hasil. 

keqa. Ketiga subsistem tenebut adalah SKPP, SKDP dan SKKG. Dari 16 propinsi juga dikumpulkan data melalui obsen 

yang dlrencanakan. SKPG telah dilaksanakan di 10 proplnsi dan pada masa buku pedoman, Surat Keputusan (! 

mendatang akan dikembangkan ke propinsi lainnya. Dalam pelaksanaannya, pelaporan. Datdnformasi tersebut diz 

terungkap bahwa SKPG belum bejalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian In1 studi. Kine j a  kelembagaan SKPC 

mengkaji apakah masalah kelembagaan menjadi salah satu sebab belum berperannya koordinasi dan pebporan. Sebagai a 

SKPG seperti yang diharapkan. sangat diintukan oleh kiieja organi 

Tujuan penellban ini adalah : 1) Mengkaji klneqa Slstem Kewaspadaan sistem tersebut dijabnkan. 

Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai sistem pemantauan situasi pangan dan gizi daiam Dari hasil penelitian diketahui I 

rangka ketahanan pangan daemh. diinpu dari segi kelembagaan, peubahlmd~kator. dan kabupllen yang mewadahi kegia 

mekanlsme pelaporan, dan pengguman hasil analisa. 2) Mengkaji kineja SDM dalam (8PGD) dan T i  Pangan. Pada ke* 

penempan SKPG untuk pemantauan ketahanan pangan daerah. 3) Mengkaji y.ng d~hentuk dengan SK Gubemur. I 

kemungkinan pengembangan kelembagaan dan sistem mformas~ SKPG sebagal alat Dati II yang belum membentlrk Tim 

pemantawn ketahanan pangan daerah. 4) Mengidentrfikasi kebutuhan pebtihan untuk Tengah dan Hulu Sungai Utara. Susu 

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dahm pemantauan dan analisis sudah tcsuai dengan Buku Pedoma 

ketahanan pangan daerah. keberadaan dua kelompok ketja (Po 

Has11 penellban ini dihanpkan dapat digunakan sebagai penyempumaan P.ngafI (Pokja I) dan Peningkatan Mu 

kelembagaan dan s~stem lnformasi SKPG dalam pemantauan situasi pangan di **. SKPG sebagai unit fungsb~ 

daerah. D~samplng ~ t u  has11 penelitian ini berguna &lam perencaman pelatihan PIHIQM. Di KBkrpaten Trenggalek (Ja 

gunamen~ngkatkan klneqa SKPG di dalam pemantauan ketahanan pangan. .6 T I  Pangan, kegiatan SKPG diwac 

yrng diirapkan. 
VI  

Kaj-an Kelen~bagaan unruk Penranrauan Kerahanan Pangan 

&fm A t l ~ b ~ ~  unruk Pemcmrauan Kefah 



PemWan dilakukan s r luM 8 (delapan) bulan mulai Agustus 1997 sampai 

lknt 1998 d mi tingkat administfatif yaitu Lingkat pusat, propinri (Jatim. NTB, 

Wwl) ywrg mehksanakan SKPG dan kabupaten yang sudah mlaksanakan SKPP 

(ngmri dm Tmggalek di Jatim, Lombok Tengah dan Dompu di NTB. Banjar dan Hulu 

h q a i  U t s n  di Kalsel). 

Data primer dikumpulkan meblui wawancara dengan pejabat dan pelaksana 

tllmir yang mewakili instansi terkait dengan SKPG di tingkat propinsi dan kabupaten, 

pibr instaWsektor &log. Kesehatan. Dalam Negeri. Bimas. Pertanian. Petemakan. 

Pailcanan, Statistik Wawancara juga diiakukan dengan pejabat dari instansi terkait di 

pusat, termasuk Kantor Menpangan. Jenis data primer yang dikumpulkan 

blbsarkan pada kerangka pikir input-proses-output pelaksanaan SKPG, yang meliputi 

: (pecioman, komitmen, dam. SDM, sekretanat, sarana, laporan. indikator, proses 

@n, mekanisme, pebtihan, pertemuan, data, konsep program); output (pokja, 

Iwkanisrne, undangan, notulen. hasil, bporan. tindakan, konsep kebijakan). Selain itu 

juOa d i i l k a n  data melalui observasi langsung. antara lain bempa ketersediaan 

brrku pedoman. Surat Keputusan (SK), ketersediaan fonnulir, notulen rapat dan 

pdrponn. Datdhformasi tersebut dianalisis secara desktiptif untuk menjawab tujuan 

'w. Kineja kelembagaan SKPG ditinjau dari aspek organisasi serta aspek 

kO0dIIsi dan palaporan. Sebagai suatu sistem koordinasi, pencapaian tujuan SKPG 

sangat d i i k a n  oleh kimeja organisasi Tim Pangan yang menjadi wadah dimana 

sistafn tersebut dijahnkan. 

Dafi hasd penel in  diketahui bahwa terdapat dua lembaga di tingkat propinsi 

dm kabupalen yang rnewadahi kegiatan SKPG yaitu Badan Perbaikan Gizi Daerah 

-0) dan T i  Pangan. Pada ketiga propinsi yang diteliti, tebh ada Tim Pangan 

' y u l ~  d2banbdc dengan SK Gubemur. Namun dari enam Dati II yang diteliti, ada empat 

Dati II yang belum rnembentl~k Tim Pangan yaitu di Ngawi. Trenggalek. Lombok 

Torigah dan Hulu Sungai Utara. Susunan organisasi Tim Pangan propinsi umumnya 

adah sesuai dengan Buku Pedoman Operasional SKPG, antara lain di l iat  dan 

m a n  dua kelompok keja (Pokja) yaitu Ketenediian dan Stabilisas~ Harga 

Pmgan (Poky I] dan Peningkatan Muhr dan Keamanan Pangan (Pokja 11). Meskipun 

ckmikian. SKPG sebagai unit fungstonal tidak tampak dalam slruktur organisasi Tim 

Panoan. Di Kakrpaten Trenggalek (Jatim) dan Hulu Sungai Utara (Kalsel) yang belum 

ada T i  Pangan. kegiatan SKPG diwadahi oleh BPGD, tetapi belum berfungsi seperti 

yang diharapkan. 

wim hilembagaan untuk Ptnumrauan Ktrahanan Pangan 
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Di dalam konsep SKPG dikenal tiga sub sistem (SKPP, SKDP, dan SKKG). 

Sub sistem SKPP sebagai kegiatan dari proyek Divenifikasi Pangan dan Gizi (DPG) 

sudah dibentuk pada t e k r ~ h  Dati I dan Dati II yang diteliti. Di Dati I. Pokja SKPP 

dibentuk oleh Kanwil Deptan dan di Dati II dibentuk deh Asda 111Bupati. Sub sistem 

SKDP dan SKKG wcara resmi bekrm dibentuk, meskipun s d r a  teknis peran dan 

fungsi sub sistem tenebut sudah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang 

(DologRub Dolog dan Kewhatan). 

Keberadaan Tim Pangan baik di Dati 1 maupun Dati II, bekrm disertai dengan 

keberadaan sekretariat dan teiraga pebksana teknis, serta berbagai unwr pendukung 

kesekretariatan seperti buku-buku pedoman, komputer untuk kegiatan operasional 

(administrasi, pengobhan data dan pelaporan). Kineja kelembagaan Tim Pangan dan 

BPGD untuk pelaksanaan SKPG dapat dikatakan sangat rendah dilihat dari aktivitas 

yang dilakukan. Pertemuan koordinasi pangan di daerah belum berlangsung secara 

berkala. Dalam pedoman SKPG dinyatakan pertemuan tenebut minimal dilakukan dua 

kali per tahun di Dati 1 dan empat kali per tahun di Dati II. Pertemuan koordinasi yang 

ada, umumnya dilakukan maksimal sekali setahun jika ada pennintaan laporan dari 

pusat untuk menghadapi Rakornas Pangan, supervisi dari pusat, adanya masalah 

pangan akibat kemarau panjang atau publikasi rawan pangan di media rnassa. 

Beberapa ha1 yang menyebabkan rendahnya kineja SKPG antara lain masih 

kurangnya komitmen dan pemahaman pejabat, tidak ada mwad system serta tidak 

adanya dukungan dam dan tenaga teknis kesekretariatan. Sub sistem SKPP dapat 

bejalan meskipun belum optimal, karena mempunyai dukungan dana dan legalitas 

yang jelas dari pusat, komitmen pejabat daerah, pehtihan petugas lapangan serta 

supervisi dari tingkat pusatlpropinsi. Kegiatan SKPP antara bin adalah mehksanakan 

rapat koordinasi. pengumpulan data dan pelaporan. Namun demikian pengolahan data 

masih dilakukan secara manual, dan pelaporannya belum digunakan untuk 

pemantauan dan perencanaan program pangan dan gizi. 

Untuk lebih mengoptimalkan kineja kmbaga koordinasi pangan dan gizi di 

daerah, pejabat di lokasi penelitian mengusulkan adanya lnpres barn tentang 

penyempurnaan BPGD dan T i  Pangan yang sudah add, yang disertai dengan 

stmktur dan mekanisme.keja yang jelqs, dimana pelaksanaan SKPG merupakan 

salah satu tugas utamanya. Selanjutnya diperlukan juga sdanya kesekretariatan (di 

Bappeda) yang dilengkapi dengan petugas yang terampil disertai dengan dana berkala 

dan sarafia yang memadai, termasuk kOtnpUter dan paket software manajemen 
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i n i m s i  SKPG. lndikator peramalan yang selama ini dilurmpulkan rr#nuM S o b r p i ~  

bow responden masih terlalv turnit, sehingga perlu dikombangkan indikator yang 

Iebih sederhana dan spesifik di daenk Hal ini berimplikasi psda pefiunya 

panyempurnaan buku psdoman SKPG. 

Sumberdaya manusia rnerupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan 

otganisasilkelernbagaan. Sebagian bear  responden dad ins'msi yang terkal di 

dmah belum memharni konsep dan perannya dalam lembaga Tim Pangan, maupun 

pehksanaan SKPG. SKPP. SKDP. dan SKKG. Sosialisasilorientasi bagi pejabat dan 

pdatihan bagi pengambil keputusan dan petugas teknis diif lukan untuk 

meningkatkan kineja SKPG. Di dalam struktur organisasi T i  Pangan. tidak ada 

petugas tetap sebagai pelaksana operasional SKPG. Pejabat dan petugas pelaksana 

yang terkait dalam SKPG semuanya merangkap dengan tugas rntin di sektomya 

masingmasing. Tidak adanya pembinaan dan pelatihan secara reguler, Serta mutasi 

pegawai juga dapat menyebabkan terhentinya kegiatan SKPG di daerah. Kalaupun 

ada pelatihan. bersifat insidental dan terbatas serta belum mencakup materi 

manajemen infonnasi pangan dan gizi, manajemen koordinasi dan kesekretariatan Tim 

Pangan. Sehubungan dengan masalah di atas dipdukan watu buku pedoman dan 

paket modul pelatihan SKPG yang lebih sempuma. 

Dari hasil-hasil penelitian di atas disarankan untuk : 1) Perlu ada sekretariat 

pelaksana kegiatan SKPG pada setiap tingkat administrati (Dati II, Dati I. Pusat) yang 

diengkapi dengan petugas sekretariat Map yang terampil disertai dam berkala dan 

sarana yang memadai. temasuk komputer dan paket softwan, manajemen infonnasi 

SKPG. Sahh seorang tenaga tetap sekretariat ini rebaiknya minimal beflatar belakang 

pendidin safjana (Sl) di biang gizi atau pangan dan gizi; 2) Mengusulkan adanya 

IfIpmS barn tentang penyempumaan BPGD dan Tim pang& menjadi Badan Pangan 

dan G i  Daerah (BPGD) atau Tim Pangan dan G i  Daerah (TPGD) yang disertai 

dengan struktur dan mekanis~ne keja yang jelas, dimana pelaksanaan SKPG 

me~pakan tugas utamanya. Penanggung jawat) dan ketua lembaga ini pada Dati 

I adalah Gubemur dan Wakil Gubemur, sedangkan pada Oati II adalah Bupati dan 

Wakil BupatilSekwikla dan sebagai Kkretaris adalah Ketua Bappeda. Lembaga baru 

ini disaankan mempunyai t u j k  pokja yaitu : (a) P+a '~roduksi Pangan (Pertanian). 

(b) Poky lndustri dan Perdagangan Pangan (Perindag), (c) Pokja Stok Pangan dan 

Operasi Pasar (Dolog). (d) Pokja Harga Pangan Dan Peramalan (Statistik). (e) Pokja 

Giri. Konsumsi dan Keamanan Pangan (Kesehatan), (f) Pokja Mobilisasi Dana dan 



Bantuan Pangan (Sosial), dan (g) Pokja Pemberdayaan Kelwrga (BKKBN); 3) 

Mengembangkan sistem manajemerr infomrsi SKPG yang lebih cepat 'dan tepai 

secara elektronik (komputer) pads Dati I1 yang dapat diakses oleh Dati I dan pusat 4) 

Perlu dikembangkan indikator penmalan dan pengamatan yang tidak rumit, dengan 

mempertimbangkan cakupan pemantawn, frekuensi, kemamphn pebrgas hpang. 

serta mengembangkan indikator Wl ymg spesisfik Untuk itu diparlukn kefjasama 

riset dengan perguruan tinggilbmbaga penelian; 5) Melakukan orientasilsosialisasi 

tentang SKPG untuk p e j h t  dabm nngka meningkathn kepedu l i ya ,  pehtihan 

dan penyegaran bagi petugas MIS untuk rneningkatkan kemampwmya. Pelatihan 

tenebut dilakukan secara k jen j rng mulai dari tingkat pusat sampai dengan 

kabupalen; 6) Sehubungan dengan saran butir (3). (4). dan (5) perlu disempumakan 

buku pedoman SKPG sefta disuwn buku pedoman pelatihan dan paket modul 

sosialisasi dan pelatihan SKPG pada tingkat pusat, Dati I dan Dati 11: dan diperlukan 

kegiatan pendampingan dari pihak terlatih (petugas dari pusat atau pakar dari 

perguruan tinggi) selama 3-6 bulan sampai kegiatan SKPG bejalan dengan baik; 7) 

Peningkatan penn media massa dabm menyiarkad memberitakan situasi pangan dan 

gizi, agar BPGDKI~ Pangan kbih waspada terhadap ancaman rawan pangan dan 

secara aMi melakukan cross &e& di bkasi terduga; 8) Perlu ditingkatkan koordinasi 

dalam perencanaan dan evaluasi program. temasuk perencanaan anggaran SKPG 

pada setiap tingkat administrasi; 9) T i p  tahun Departemen Dalam Negeri dan 

Kementerian Negara Pangan. Horb'kuftwr dan Obat-obatan sebaiknya mengumumkan 

hasil penilaian kegiatan SKPG Dati I1 pada momentum peringatan Hari Pangan dan 

Rakomas Pangan. Penilaian dilakukan secara independen deh tim yang dibentuk 

terdiri dari pakar-pakar SKPG dari perguruan tinggi. Hasil penilaian SKPG ini 

dikelompokkan pada SKPG yang sangat baik. baik. dan tidak baik di daerah pelaksana 

SKPG. Hasil penilaian ini dijadikan salah satu indikator 'sukses pembangunan' 

pimpinan daerah (Bupati). 
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